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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Pembangunan di Indonesia meliputi pembangunan Nasional dan 
pembangunan daerah.  Pembangunan nasional adalah pembangunan yang 
dilaksanakan pada seluruh wilayah negara secara merata, sedangkan 
pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan pada masing – 
masing daerah. Komponen Pendapatan Asli Daerah terbesar di semua 
pemerintahan Daerah di Indonesia adalah berasal dari sektor Pajak, sehingga 
pemerintah daerah harus mencari dan menggali sumber–sumber penerimaan 
daerah, untuk meningkatkan pendapatannya. Pajak adalah iuran rakyat pada 
kas negara berdasarkan undang–undang (yang dapat di paksakan) dengan 
tiada mendapat jasa timbal balik atau kontra-prestasi yang langsung dapat 
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. 
Dr. Rohmad Soemitro, Suandy, 2002). Sumber-sumber tersebut antara lain: 
1. Pendapatan Asli Daerah  
a. Pajak Daerah. 
b. Retribusi Daerah. 
c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan. 
d. Pendapatan Lain – lain yang sah. 
 
2. Dana pembangunan  
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a. Bagian Daerah Dari PBB, PBHTB, dan SDA. 
b. Dana Alokasi Umum. 
c. Dana Alokasi Kusus. 
3. Pinjaman Daerah 
a. Pinjaman Dalam Negeri. 
b. Pinjaman Luar Negeri. 
4. Penerimaan Daerah Lain – lain yang sah.   
Pajak Daerah merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap PAD,  
dan salah satu pajak  daerah adalah pajak restoran.  Pajak restoran adalah 
pajak atas pelayanan restoran. Restoran merupakan tempat untuk menyantap 
makanan atau miniman yang disediakan dengan dipungut bayaran, yang tidak 
termasuk jasa boga atau katering.  Pajak restoran merupakan salah satu 
penerimaan daerah yang sistem pemungutan pajaknya menggunakan selt 
assessment, yang berarti wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan 
sendiri pajak daerah yang terutang dan bertujuan agar pelaksanaan 
administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih, rapi, 
terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama Wajib 
Pajak (Mardiasmo,1994).  Dokumen yang digunakan adalah Surat 
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).  SPTPD adalah formulir untuk 
menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang.  Beberapa ciri 
pemungutan pajak dengan metode self assessment adalah sebagai berikut: 
1. Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan besar pajak yang 
terutang 
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2. Wajib pajak sendiri yang melakukan penghitungan, penyetoran dan 
pelaporan atas pajak yang terutang 
3. Fiskus atau petugas pajak tidak ikut campur dalam proses pemungutan 
pajak tersebut tetapi hanya mengawasi 
Sesuai dengan ciri–ciri sistem tersebut, pada kenyataannya 
pelaksanaan self assessment belum semua wajib pajak menaati peraturan yang 
telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga pihak DPPKA  masih 
mengalami kesulitan dalam menindak lanjuti masalah tersebut.  Permasalahan 
tersebut antara lain, pengusaha restoran/rumah makan tidak mau 
menunjukkan omset yang sebenarnya, padahal untuk pengenaan pajak itu 
sendiri dihitung dari omset yang dikalikan dengan tarif yang sudah ditetapkan 
dalam undang–undang yang berlaku, selain itu pembayaran pajak tidak 
menggunakan tarif, biasanya dilanjutkan dengan tawar menawar yang 
akhirnya ditetapkan dengan menggunakan sistem patok harga.  Hal tersebut 
yang menyebabkan penerimaan pajak belum optimal. Pendapatan pajak 
dinyatakan optimal apabila hasil yang telah dicapai sesuai dengan potensi 
yang ada, begitu juga peran fiskus sangat di butuhkan dalam melakukan 
pelayanan, pengawasan serta pembinaan pada wajib pajak. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis ingin 
mengangkat tema permasalahan dan solusi penarikan pajak restoran dan 
dalam menyusun tugas akhir ini penulis mengambil judul 
“PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENARIKAN PAJAK RESTORAN 
DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 
SURAKARTA” 
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B. RUMUSAN MASALAH  
 Mengingat pentingnya sumber pendapatan daerah bagi penyedia 
keuangan daerah, maka hal-hal yang berkaitan dengan pemungutan pajak 
daerah khususnya pajak restoran harus dilakukan dengan seoptimal mungkin.  
Pemungutan pajak yang efektif itu sendiri harus didukung dengan adanya 
pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak. Sesuai latar belakang di 
atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Cara penetapan besarnya pajak restoran. 
2. Prosedur atau proses pembayaran pajak restoran. 
3. Permasalahan apa yang muncul, yang dihadapi Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan, Keuangan dan Aset dalam penarikan pajak restoran. 
4. Apa upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam 
meminimalisir permasalahan yang timbul dalam penarikan pajak restoran. 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui cara menetapkan besarnya pajak restoran. 
2. Untuk mengetahui prosedur atau proses pembayaran pajak restoran. 
3. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang muncul saat Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset melakukan  penarikan pajak 
restoran. 
4. Untuk mengetahui upaya–upaya DPPKA Surakarta dalam menghadapi dan 
meminimalisir permasalahan yang muncul saat penarikan pajak restoran. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 
Beberapa manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi DPPKA Surakarta 
Bagi DPPKA Surakarta, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam upayanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor 
pajak, khususnya pajak restoran, serta upayanya dalam meminimalisir 
masalah yang timbul. 
2. Bagi Penulis 
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang 
pajak restoran. 
3. Bagi Pembaca 
Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 
pengetahuan dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi, 
serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan menjadi dasar bagi 
penelitian selanjutnya. 
E. METODE PENELITIAN 
1. Desain Penelitian 
Dalam tugas akhir ini menggunakan desain penelitian berupa observasi. 
Observasi dilakukan dengan cara melakukan magang selama 2 bulan pada 
instansi terkait, dan berinteraksi langsung dengan lingkungan kerja beserta 
Wajib Pajak terkait. 
2. Objek Penelitian 
Objek yang diteliti dalam tugas akhir ini adalah: 
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a. Mengetahui permasalahan yang dihadapi Dinas Pengelolaan 
Pendapatan Keuangan dan Aset.  
b. Mengetahui solusi–solusi DPPKA Surakarta dalam menghadapi dan 
meminimalisir permasalahan yang muncul saat penarikan pajak 
restoran. 
3. Jenis dan Sumber Data 
Data Primer 
Data yang sumbernya berasal dari tempat peneliti atau langsung diperoleh 
dari subjeknya. Dalam hal ini mengenai potensi penerimaan, Permasalahan 
dan Solusi Penarikan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, 
Keuangan dan Aset. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Metode Wawancara 
Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan 
beberapa karyawan di bidang DAFDA dan Penetapan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan, Keuangan dan Aset 
5. Teknik Pembahasan 
Teknik pembahasan yang digunakan penulis dalam membuat Tugas Akhir 
ini adalah pembahasan deskriptif, yaitu teknik untuk membuat gambaran 
atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hambatan 
dan upaya yang dilakukan pihak DPPKA dalam rangka meningkatkan 
penerimaan Pajak Restoran serta kontribusinya terhadap PAD di Kota 
Surakarta. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. DASAR HUKUM 
Dasar hukum yang menjadi acuan dalam Pembahasan masalah  ini adalah : 
1. Undang–Undang No. 18 Tahun 1997 Sebagaimana telah diubah dengan 
Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah 
2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor  10 Tahun 2002 tentang Pajak 
Restoran 
B. Definisi Pajak 
Definisi pajak menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani  yang telah diterjemahkan 
oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH dalam buku “ Pengantar Hukum Pajak “ 
(1991:2)  Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 
terutang oleh  yang wajib membayarnya menurut peraturan–peraturan, 
dengan tidak mendapat prestasi–kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan 
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan, 
(Waluyo:2007). Ciri-ciri Pajak yang mendasar adalah sebagai berikut: 
a. Iuran dari rakyat kepada rakyat 
Iuran tersebut dibayarkan oleh rakyat dan pada akhirnya juga rakyat 
sendiri yang menikmatinya, meskipun tidak secara langsung. 
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b. Pajak dipungut berdasarkan Undang–undang 
Pajak dipungut berdasarkan Undang–undang yang berlaku dan telah 
disetujui dan sudah ditetapkan peraturan–peraturan yang ada, sehingga 
bersifat dapat dipaksakan. 
c. Tanpa jasa timbal balik/kontraprestasi. 
d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. 
 Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian: 
a. Official Assessment System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang. 
b. Self Assessment System 
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 
harus dibayar. Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang dipungut 
dengan menggunakan Self Assessment System. 
c. With Holding System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 
terutang oleh Wajib Pajak. 
 
  
10 
 
C. Definisi Pajak daerah 
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan 
pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah 
tangga pemerintah tersebut, (Mardiasmo, 2002). Ciri–ciri yang menyertai 
pajak daerah adalah sebagi berikut: 
a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan pada daerah 
sebagai pajak daerah. 
b. Penyerahan pajak tersebut berdasarkan Undang–undang. 
c. Pemungutan pajak daerah didasarkan pada kekuatan Undang–undang atau 
peraturan hukum lainnya. 
d. Hasil pemungutan pajak daerah di pergunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran 
daerah sebagai badan hukum publik. 
Jenis pajak daerah dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu: 
1. Pajak Propinsi, terdiri dari: 
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kendaraan di Atas Air. 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan. 
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: 
a. Pajak Hotel. 
b. Pajak Restoran. 
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c. Pajak Hiburan. 
d. Pajak Reklame. 
e. Pajak Penerangan Jalan. 
f. Pajak Parkir. 
g. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. 
D. Pajak Restoran 
1. Pengertian pajak Restoran (Pamflet, Direktorat Jendral Pajak) 
a. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.  
b. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang 
disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga 
atau katering.   
2. Subyek Pajak restoran 
Subyak pajak restoran adalah orang atau pengusaha yang melakukan 
pembayaran atas pelayanan penjualan minuman dan/atau minuman di 
Restoran. 
3. Objek pajak restoran  
Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan atas penjualan makanan 
dan/atau minuman yang disediakan di restoran dengan pembayaran, 
termasuk pesanan atau yang dibawa pulang. Objek pajak restoran yang 
dikecualikan adalah sebagai berikut : 
a. Pelayanan usaha boga atau katering. 
b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang peredarannya tidak 
melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Walikota. 
4. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Restoran 
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Tarif yang berlaku di wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut: 
a. Tarif  Pajak Restoran ditetapkan 10% untuk katagori A 
Penggolongan tarif pajak untuk katagori A adalah restoran atau rumah 
makan yang memiliki fasilitas minimal berupa konstruksi bangunan 
permanen dan atau semi permanen. 
b. Tarif  Pajak Restoran ditetapkan 5% untuk katagori B 
Penggolongan tarif pajak untuk golongan B adalah restotan atau 
rumah makan yang memiliki fasilitas konstruksi berupa tenda atau 
knock down. 
c. Untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dikenakan pajak berupa karcis. 
Untuk mengetahui potensi penerimaan dari Pajak Restoran, maka harus 
menentukan komponen potensi dari restoran tersebut, antara lain jenis 
rumah makan, jumlah sarana (tempat duduk), jam buka, waktu pergantian, 
harga rata-rata dan fasilitas lain yang dapat menambah pembayaran. Dasar 
pengenaan pajak yang digunakan adalah jumlah pembayaran yang 
dilakukan kepada restoran atas pelayanan yang diberikan. 
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BAB III 
PEMBAHASAN 
 
A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 
1. Sejarah dan Perkembangan DPPKA Surakarta 
Jawatan Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum yang terbagi 
dalam urusan-urusan dan setiap urusan-urusan tersebut terbagi lagi dalam 
bagian-bagian, hal ini disebabkan karena dikeluarkannya  keputusan 
DPRDS Kota Besar Surakarta Nomor  4 Tahun 1956 tentang Perubahan 
Struktur Pemerintahan. 
Perubahan tersebut dapat menyebabkan penanganan pajak sebagai 
pendapatan daerah yang sebelumnya ditangani oleh Jawatan Keuangan 
kini ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. Berdasar Surat Keputusan 
Walikota Kepala Daerah Kota Surakarta tanggal 23 Februari 1970 
No.259/X.10/Kp.70 tentang Struktur Organisasi Kotamadya Surakarta 
termasuk Dinas Kepentingan Umum diganti menjadi bagian dan bagian 
itu membawahi urusan-urusan sehingga dalam Dinas Pemerintahan 
Umum, Urusan Pajak diganti menjadi Bagian Pajak. 
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya 
Surakarta tanggal 30 Juni 1972 No.162/Kep/Kdh.IV/Kp.72 tentang 
Penghapusan Bagian Pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena 
bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah 
Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian sering disingkat DIPENDA. 
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 Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pada 
saat itu Dinas Pendapatan Daerah dibagi menjadi empat seksi, yaitu Seksi 
Umum, Seksi Pajak Daerah, Seksi Pajak Pusat/Propinsi yang diserahkan 
kepada Daerah dan Seksi Doleansi/P3 serta Retribusi dan Leges. Masing-
masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam menjalankan 
tugasnya langsung dibawah pimpinan dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 
Tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah waktu itu adalah sebagai 
pelaksana Walikota di bidang perencanaan, penyelenggaraan, dan 
kegiatan di bidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber 
pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 
1957 tentang Pajak Daerah, terdapat 13 macam Pajak Daerah di Kota 
Surakarta yang wewenang pemungutan dan pengelolaannya ada pada 
DIPENDA. Tetapi saat itu baru 4 macam Pajak Daerah yang dijalankan 
dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yaitu dapat disebutkan 
sebagai berikut: 
a. Pajak Pertunjukan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 
1992. 
b. Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 11 Tahun 
1971. 
c. Pajak Anjing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 54 Tahun 
1953. 
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d. Pajak Penjualan Minuman Keras yang diatur dalam Peraturan 
Daerah No. 12 Tahun 1971. 
Disamping itu DIPENDA juga bertugas mengelola Pajak Negara yang 
diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut: 
a. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 
Tahun 1959. 
b. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 8 
Tahun 1960. 
c. Pajak Bangsa Asing yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 
Tahun 1970. 
d. Pajak Radio yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1957. 
Terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/12/41-
101 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II makin 
memperjelas keberadaan Dinas Pendapatan Daerah disesuaikan dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 473-442 
tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah, dan 
Pendapatan Daerah lainnya telah mengakibatkan pembagian tugas dan 
fungsi dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan pemungutan pendapatan 
daerah yaitu pendataan, pemetaan, pembukuan dan seterusnya. Sistem 
dan prosedur tersebut dikenal dengan MAPADA (Manual Pendapatan 
Daerah). Sistem ini diterapkan di Kotamadya Surakarta dengan terbitnya 
Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II. 
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Pemerintahaan Kota Surakarta kembali mengalami perbaikan, dengan 
pertimbangan-pertimbangan yang matang Peraturan Daerah No. 6 Tahun 
1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan 
Daerah Tingkat II dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. 
Dalam peraturan baru ini nama Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) 
berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset atau 
yang sering disebut dengan DPPKA. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta ini 
berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009. Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Saat ini Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset atau DPPKA dibagi kedalam bidang-
bidang yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas. Masing-
masing bagian dipimpin oleh Kepala Bagian atau biasa disebut Kabag 
yang dalam menjalankan tugasnya langsung di bawah pimpinan dan 
langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset. 
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2. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi yang baik perlu diterapkan untuk mempermudah 
dalam pengawasan manajemen agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat 
berjalan dengan lancar. Penetapan struktur organisasi yang jelas sangat 
diperlukan sesuai dengan bagian masing-masing. Adapun tujuan 
disusunnya struktur organisasi adalah sebagai berikut: 
a. mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, 
b. mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan, 
c. mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, 
d. menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi dan kegiatan 
sehingga mampu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. 
Adapun susunan organisasi DPPKA Surakarta menurut Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 
a. Kepala. 
b. Sekretariat, membawahi: 
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. 
2) Subbagian Keuangan. 
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahi: 
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan. 
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data. 
d. Bidang Penetapan, membawahi: 
1) Seksi Perhitungan. 
2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan. 
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e. Bidang Penagihan, membawahi: 
1) Seksi Penagihan dan Keberatan. 
2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain. 
f. Bidang Anggaran, membawahi: 
1) Seksi Anggaran I. 
2) Seksi Anggaran II. 
g. Bidang Perbendaharaan, membawahi: 
1) Seksi Perbendaharaan I. 
2) Seksi Perbendaharaan II. 
h. Bidang Akuntansi, membawahi: 
1) Seksi Akuntansi I. 
2) Seksi Akuntansi II. 
i. Bidang Asset, membawahi: 
1) Seksi Perencanaan Aset. 
2) Seksi Pengelolaan Aset. 
j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 
k. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Struktur organisasi yang baru ini Sekretariat dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang 
Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian masing-masing dipimpin oleh 
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. Untuk bidang masing-masing 
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dipimpin oleh seorang Kepala Bidang atau Kabid yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. Untuk 
lebih jelasnya Struktur Organisasi DPPKA  menurut Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat dalam gambar berikut: 
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Gambar III.1 
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KEUANGAN, DAN ASET KOTA SURAKARTA 
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3. TATA KERJA DPPKA 
DPPKA Kotamadya II Surakarta mendapatkan pembinaan teknis 
fungsional dan DPPKA Tingkat I Jawa Tengah. Tugas yang dilaksanakan 
oleh Kepala Dinas adalah menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik dalam lingkungan DPPKA 
sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Sekretariat, Kepala Seksi, Kepala 
Unit Penyuluhan, dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas harus 
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 
simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 
Kepala Sekretariat, para Kepala Seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan 
bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada 
bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut 
hierarkis jabatan masing-masing. Kepala Sekretariat, Kepala Seksi, 
Kepala Unit Penyuluhan, dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Para Kepala Seksi pada 
DPPKA bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Sekretariat/Kepala 
Bagian yang membidanginya. 
Kepala Dinas, Kepala Sekretariat, dan Kepala Seksi di lingkungan 
DPPKA Kotamadya Dati II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. Kepala Urusan, Kepala 
Seksi, dan Kepala Unit Penyuluhan di lingkungan DPPKA Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surakarta diangkat dan diberhentikan oleh 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta. 
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4. VISI DAN MISI DPPKA 
a. Visi DPPKA 
Visi DPPKA adalah mewujudkan peningkatan pendapatan daerah 
yang optimal untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.   
b. Misi DPPKA 
Misi DPPKA adalah sebagai berikut: 
1) Menggali sumber pajak dan retribusi tiada henti. 
2) Meningkatkan pendapatan daerah tiada kenal menyerah. 
3) Mengutamakan kualitas pelayanan ketertiban. 
 
B. LAPORAN MAGANG 
1. Alasan Lokasi dan Penempatan Magang 
Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) khususnya 
divisi penetapan adalah pilihan tempat untuk magang karena di DPPKA 
khususnya divisi Penetapan bisa mengetahui seperti apa dan bagaimana 
cara mengelola pendapatan keuangan dan aset daerah kususnya 
pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah. Sehingga setelah lulus 
nanti diharapkan mampu dalam bekerja dan lebih percaya diri dalam 
mencari pekerjaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan, dengan 
bekal yang diteladani dari tempat magang tersebut. Selain itu, di DPPKA 
khususnya di divisi Penetapan bisa memperluas pengetahuan tentang 
Pajak Daerah sebagaimana yang telah dipelajari di perkuliahan, karena  
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kegiatan di DPPKA khususnya divisi Penetapan merupakan tempat 
Magang yang tepat untuk penerapan materi yang dipelajari di bangku 
kuliah. 
2. Jadwal Magang 
Magang mulai dilakukan pada tanggal 2 Februari 2010 sampai tanggal 31 
Maret 2010. Dalam DPPKA telah memberikan jadwal masuk setiap hari 
senin sampai jumat, pukul 07.00 sampai jam 15.30, untuk hari jum’at 
masuk jam 07.00 sampai jm 11.00. 
3. Rincian Kegiatan Magang 
Kegiatan magang dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Kota Surakarta yang beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman No. 2 
Surakarta. Penulis ditempatkan di divisi penetapan. Divisi penetapan 
sendiri mempunyai tugas untuk menetapkan dan menghitung pajak 
daerah yang akan dipungut. Banyak sekali aktivitas yang dilakukan di 
tempat magang, dimana kita benar – benar diajari bekerja sesuai dengan 
apa yang dilakukan karyawan DPPKA setiap hari, adapun aktivitas yang 
ada di DPPKA khususnya di bidang Penetapan antara lain: 
1) Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)  
Menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari wajib pajak. Penetapan ini 
dilakukan di depan komputerisasi yang berisi data–data yang 
berkaitan dengan  penetapan. Bidang penetapan melakukan 
penetapan  pajak reklame, parkir, hiburan dan retribusi pemakaian 
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tanah Negara. Data yang diserahkan oleh bagian pendaftaran 
kemudian ditetapkan dengan memasukkan tahun pajak, Nomor 
Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), ayat dari pasal yang sebagai 
dasar ketetapan pajak atau retribusi, dan masa pajak. 
2) Mencetak form SKPD dan SKRD yang sudah di tetapkan 
Setelah di tetapkan, SKPD dan SKRD tersebut kemudian dicetak 
sesuai dengan data yang dibutuhkan. Setelah itu form 
dikelompokkan antara pajak yang tidak ada pungutan retribusi 
dengan  pajak yang ada pungutan retribusi. Form SKPD dan SKRD 
diserahkan kepada bagian perhitungan untuk dihitung sesuai dengan 
pajak yang harus dipungut. 
3) Mempelajari Penghitungan pajak  
Proses perhitungan pajak dilakukan oleh kasi perhitungan. Peserta 
magang diajarkan untuk menghitung pajak reklame dengan 
menggunakan sistem baik komputerisasi maupun manual. Kasi 
perhitungan membimbing dan melatih peserta magang dengan baik.  
4) Meminta tanda tangan kepala bidang dan menstempel SKPD dan 
SKRD  
Form SKPD, SKRD, perhitungan, lembar permohonan, dan lokasi 
objek pajak diserahkan kepada kepala bidang untuk ditanda tangani. 
Kepala bidang akan meneliti form-form tersebut, kemudian ditanda 
tangani. Setelah ditanda tangani form kemudian distempel dengan 
stempel resmi DPPKA. Form yang lengkap kemudian diserahkan ke 
Customer Service Operator (CSO) untuk diserahkan ke wajib pajak. 
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5) Pengarsipan form penghitungan dan lembar permohonan pajak 
reklame 
Form SKPD dan lampirannya terdiri dari beberapa lembar lampiran. 
Lampiran terdiri dari form penghitungan pajak reklame, lembar 
permohonan, dan denah pemasangan reklame. Bagian penetapan 
akan mengambil satu bendel kopian dari lampiran. Kopian tersebut 
akan diarsipkan dengan cara menulis sesuai dengan data yang ada di 
dalam form ke dalam buku arsip dan yang kemudian dokumen yang 
telah diarsip tersebut disimpan di snelhelter sesuai dengan jenis 
pajaknya. 
6) Menentukan dan Mencatat agenda pemanggilan wajib pajak 
Selain pengarsipan, kegiatan yang dilakukan adalah menentukan dan 
mencatat agenda yang akan dilakukan Kepala Bagian yang terkait 
dengan jadwal pemanggilan wajib pajak ke divisi penetapan. 
Pemanggilan tersebut dilakukan apabila terjadi Wajib Pajak bandel 
atau bila saat akan terjadi kenaikan dan penurunan tarif pajak.  
Agenda dicatat di buku agenda dan papan tulis yang berada di ruang 
kepala bagian, dengan tujuan agar terperinci dan terstruktur saat 
pemanggilan Wajib Pajak tersebut dan agar kepala bagian dapat 
mengetahui jadwal pemanggilan wajib pajak yang akan 
dilaksanakan.  
7) Melakukan perporasi tiket hiburan 
Sebenarnya Perporasi bukan  salah tugas yang ada di bagian 
penetapan. Tetapi ada bagian tersendiri yang menangani perporasi, 
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namun kegiatan perporasi tersebut berada di bawah tanggung jawab 
bidang penetapan, dimana data–data yang digunakan dalam 
perporasi berkaitan dengan data yang disetorkan di bidang 
Penetapan. Setiap acara-acara hiburan yang menggunakan tiket 
masuk diwajibkan untuk diperporasi. Bagian penetapan bertugas 
mendata tiket-tiket yang akan diperporasi. Peserta magang diajarkan 
untuk mengisi form pengajuan perporasi dan menghitung tiket yang 
akan diperporasi, setelah pendataan selesai, form permohonan 
beserta tiket-tiket diserahkan ke bagian perporasi.  
Tiket-tiket yang terjual dilaporkan kembali ke penetapan. Peserta 
magang membantu menghitung kembali tiket yang terjual untuk 
menetapkan berapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak 
yang bersangkutan. Tiket yang dilaporkan kemudian disimpan untuk 
diarsipkan sebagai bukti. 
8) Kegiatan Lain – Lain 
Selain mengikuti kegiatan sehari–hari karyawan DPPKA tersebut, 
juga berpartisipasi terhadap lingkungan, pada saat itu dilakukan kerja 
bakti menata ulang dan memilah–milah rak file  penyimpanan 
dokumen–dokumen yang kurang rapi menjadi rapi serta 
mengurutkan sesuai tahun sehingga apabila dibutuhkan kembali 
arsip yang telah didokumentasikan mekipun sudah berganti tahun 
bisa mudah untuk mencarinya kembali. 
Ikut serta dalam kegiatan senam paru yang dilaksanakan pada hari 
Jum’at, 19 Februari 2010, yang diikuti oleh seluruh karyawan Dinas 
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Pengelolaan Pendapatan dan Aset, yang bertempat di halaman depan 
Balai kota Surakarta dengan mengenakan pakaian olahraga.  Selain 
itu juga ikut berpartisipasi dalam rangka ulang tahun Surakarta, 
dengan memakai baju kebaya bagi yang putri, dan pakaian lurik bagi 
yang putra, dimana bertepatan pada hari jadi kota Solo tersebut, 
dianjurkan untuk memakai bahasa jawa dalam komunikasi. Saat itu 
pula ditetapkan bahwa hari Jum’at di harapkan berbahasa jawa setiap 
komunikasi, meskipun dalam  apel pagi dan aba–aba baris-berbaris  
juga memakai bahasa jawa.   
C. PEMBAHASAN MASALAH 
1.  Cara Penetapan Besarnya Pajak Restoran 
 Cara Penetapan besarnya Pajak Restoran adalah : 
  
Sedangkan Tarif yang berlaku di wilayah Kota Surakarta adalah sebagai 
berikut: 
a. Tarif  Pajak Restoran ditetapkan 10% untuk katagori A 
Penggolongan tarif pajak untuk katagori A adalah restoran atau 
rumah makan yang memiliki fasilitas minimal berupa konstruksi 
bangunan permanen dan atau semi permanen. 
b. Tarif  Pajak Restoran di tetapkan 5% untuk katagori B 
Penggolongan tarif pajak untuk golongan B adalah Restoran atau 
Rumah makan yang memiliki fasilitas konstruksi berupa tenda atau 
knock down. 
Tarif  X Omset. 
28 
 
c. Untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dikenakan pajak berupa karcis. 
Untuk mengetahui potensi penerimaan dari Pajak Restoran, maka harus 
menentukan komponen potensi dari restoran tersebut, antara lain jenis 
rumah makan, rata-rata pengunjung, jam buka, waktu pergantian, harga 
rata-rata dan fasilitas lain yang dapat menambah pembayaran. Berikut 
adalah contoh perhitungan omset pajak restoran serta pajak yang harus 
dibayar wajib pajak. 
Tabel III.1 Contoh Penghitungan Omset Pajak Restoran Oleh Tim Audit DPPKA 
Nama 
Restoran 
Lama 
Survey 
Rata-rata 
Pengunjung 
/jam 
Menu Yang 
sering 
Dipesan 
Omset/ 
jam 
Lama 
Buka 
Penghasil
an Rata-
rata/hari 
“A” 
 
“B” 
 
“C” 
1 Jam 
 
1 Jam 
 
1 Jam 
10 
 
13 
 
15 
Steak 
@ 20.000 
Nasi 
Goreng 
@ 9.000 
Omlet 
@ 15.000 
200.000 
 
117.000 
 
225.000 
12 
Jam 
12 
Jam 
12 
Jam 
2.400.000 
 
1.404.000 
 
2.700.000 
 
*Data tersebut di atas diperoleh dari hasil wawancara Tim Audit DPPKA 
Surakarta 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat Restoran A mempunyai rata-rata 
omset per hari Sebesar Rp 2.400.00,00. Jika selama satu bulan buka 30 hari, rata-
rata penghasilan sebesar Rp 2.400.000,00 X 30 hari = Rp 72.000.000,00, dan jika 
restoran tersebut termasuk golongan A dengan tarif 10%  dari omset maka pajak 
yang harus dibayar oleh restoran “A”  adalah 10% X Rp 72.000.000,00 =Rp 
7.200.000,00. 
Restoran “B” mempunyai rata-rata omset per hari sebesar Rp 1.404.000,00. Jika 
selama satu bulan buka 30 hari, rata-rata penghasilan sebesar Rp 1.404.000,00 X 
30 hari = Rp 42.120.000,00, dan jika restoran tersebut termasuk golongan A 
dengan tarif 10% maka pajak yang harus dibayar oleh restoran “A”  adalah 10% X 
Rp 42.120.000,00 =  Rp 4.212.000,00.   
Restoran “C” mempunyai rata-rata omset per hari sebesar Rp 2.700.000,00. Jika 
selama satu bulan buka 30 hari, rata-rata penghasilan sebesar Rp 2.700.000,00 X 
30 hari = Rp 81.000.000,00, dan jika restoran tersebut termasuk golongan A 
dengan tarif 10% maka pajak yang harus dibayar oleh restoran “A”  adalah 10% X 
Rp 81.000.000,00 =  Rp 8.100.000,00. 
Kenyataannya untuk restoran–restoran kecil menengah sering kali tidak 
menggunakan peraturan tarif yang berlaku dengan alasan omset yang di dapat 
tidak sesuai target dan merasa keberatan untuk membayar pajak sesuai dengan 
tarif, mereka hanya membayar seenaknya saja, sesuai dengan kemampuan 
mereka, ini merupakan salah satu pengaruh turunnya pendapatan pajak restoran di 
kota Surakarta. 
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Salah satu contoh permasalah yang di hadapi DPPKA saat melakukan penetapan 
pajak restoran.  Restoran “XY” termasuk rumah makan golongan A, memiliki jam 
operasi dari jam 12.00-21.00, jumlah karyawan 4 orang, rumah makan ini belum 
memungut pajak 10% pada konsumen, tidak menggunakan nota pembayaran, 
tidak memiliki buku pembukuan. Pendapatan berdasarkan pengakuan penjual 
didasarkan pada pesanan menu dengan harga rata-rata perporsi adalah Rp  
9.500,00 dan pengusaha rumah  makan tersebut melakukan setoran Rp 
100.000,00/bulan. Setelah diadakan pengauditan maka dapat dianalisis omset 
rumah makan tersebut: 
1) Karena pengusaha restoran tidak menyelenggarakan pembukuan, maka dari 
hasil pernyataan pengusaha rata-rata pengunjung dapat diperhitungkan 
berdasarkan analisis kewajaran dari hasil pengamatan di lapangan dan 
pengakuan pengusaha, 
2) Penjualan berdasarkan pernyataan pengusaha dengan rata-rata jumlah 
pengunjung per hari 20 orang, sehingga pajak perbulan dapat diketahui: 
20 orang X Rp 9.500,00 X 26 Hari X 10% = Rp 494.000,00 per bulan 
3) Setelah terjadi negosiasi dengan persetujuan pengusaha atau lebih sering 
disebut dengan sistem patok harga, pengusaha bersedia meningkatkan 
kewajiban pajak rumah makan dari Rp 100.000,00 menjadi Rp 350.000,00 
per bulan terhitung mulai masa pajak berikutnya. 
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2. Prosedur atau proses pembayaran pajak Restoran 
Prosedur atau proses pembayaran Pajak Restoran yang ada di Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III.2 
Bagan alir prosedur atau proses pembayaran pajak restoran 
 
Penjelasan : 
1. Pendaftaran dan Pendataan 
a. Menyiapkan formulir pendaftaran 
b. Menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat 
dalam daftar formulir pendaftaran 
c. Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah 
diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang diberi kuasa 
PENDAFTARAN 
DAN PENDATAAN PENETAPAN 
PEMBUKUAN PENAGIHAN 
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1) Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar 
formulir pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan 
selanjutnya dicatat dalan daftar induk WP, daftar WP per golongan, 
serta dibuatkan kartu NPWP; 
2) Apabila belum lengkap, formulir pendaftaran dan lampirannya 
dikembalikan kepada WP untuk melengkapi. 
d. Formulir/kartu dan daftar yang dipergunakan adalah : 
1) Formulir terdiri dari: 
a) Formulir pendaftaran (DPD-01); 
b) Kartu NPWP (DPD-05) 
2) Daftar terdiri dari: 
a) Daftar formulir pendaftaran (BK-01) 
b) Daftar induk WP (BK-04) 
c) Daftar WP per golongan (BK-06) 
2. Penetapan 
a. Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD, dicatat 
dalam kartu data. 
b. Membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu data dan hasil 
pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak 
terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data. 
c. Jika pajak terutang kurang atau tidak dibayar maka diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). 
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d. Jika tidak terdapat selisih antara pajak terutang dan kredit pajak, maka 
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). 
e. Jika terdapat tambahan obyek pajak yang sama sebagai akibat 
ditemukannya data baru, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 
f. Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB). 
g. Setelah pembuatan nota perhitungan pajak selesai, selanjutnya 
menyerahkan kembali kartu data kepada unit kerja pendataan. 
h. Menerbitkan daftar SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN atas 
dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas. 
i. Surat Ketetapan ditandatangani oleh kepala unit kerja penetapan atas nama 
Kadipenda dan daftar Surat Ketetapan tersebut diatas ditanda tangani oleh 
Kepala Unit Kerja Penetapan dan masing-masing disiapkan tanda 
terimanya. 
j. Menyerahkan copy Daftar Surat Ketetapan diatas kepada Unit Kerja 
Pembukuan Penerimaan, Unit Kerja Penagihan, Unit Kerja Perencanaan 
dan pengendalian operasional. 
k. Menyerahkan kepada WP berupa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 
kemudian WP menandatangani masing-masing tanda terima dan 
mengembalikannya. 
l. Jumlah Pajak Terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima Persen) dari pokok Pajak 
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dan jumlah pajak terutang dalam SKPDKBT dikenai sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pokok pajak. 
m. Apabila SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN yang diterbitkan tidak atau 
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN diterima, dapat memberikan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan 
menerbitkan STPD. 
3. Pembukuan 
a. Pembukuan Penetapan 
1) Kegiatan Pembukuan Penetapan 
a) Mencatat kedalam buku jenis Pajak masing-masing pada kolom 
penetapan yang tersedia atas dasar Daftar SPTPD WP Self 
Assesment, Daftar SKPD, Daftar SKPDT, Daftar SKPDKB, 
Daftar SKPDKBT, Daftar SKPDN, Daftar SKPDLB, Daftar 
STPD. 
b) Mencatat ke dalam buku WP sesuai dengan NPWP dari WP 
masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar 
SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan 
STPD. 
c) Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatat dengan 
memberi nomor urut file. 
2) Formulir dan data/buku yang digunakan adalah: 
a) Formulir terdiri dari: 
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(1) SKPD (DPD-10A). 
(2) SKPDT (DPD-10B). 
(3) SKPDN (DPD-10C). 
(4) SKPDKB (DPD-10D). 
(5) SKPDKBT (DPD-10E). 
(6) STPD (DPD-11). 
(7) SKPDLB (DPD-10F). 
b) Daftar/buku terdiri dari: 
(1) Daftar SPTPD WP Self Assesment (BK – 03). 
(2) Daftar Surat Ketetapan (BK – 09). 
(3) Buku Jenis Pajak (BK – 16). 
(4) Buku WP (BK – 18) . 
b. Pembukuan Penerimaam 
1) Kegiatan Pembukuan Penerimaan terdiri dari: 
a) Mencatat kedalam Buku Jenis Pajak masing-masing pada 
Kolom Penyetoran yang tersedia atas dasar: 
(1) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis. 
(2) Daftar Bukti Pemindah Bukuan. 
b) Mencatat kedalam buku WP sesuai dengan NPWP dari WP 
masing-masing pada kolom penyetoran yang tersedia atas dasar 
validasi dari SSPD dan Bukti Pemindah bukuan. 
c) Mengarsip/menyimpan seluruh dokumen yang telah dicatat 
dengan memberi nomor urut file. 
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2) Formulir dan buku yang dipergunakan adalah: 
a) Formulir terdiri dari: 
(1) SSPD (DPD – 12). 
(2) Bukti Pemindah Bukuan (DPD – 23). 
b) Buku terdiri dari: 
(1) Buku pembantu Penerimaan Sejenis (BK – 10). 
(2) Daftar Bukti Pemindah Bukuan ( BK – 39). 
4. Penagihan 
a. Penagihan dengan surat teguran 
1) Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 
a) Membuat Daftar Surat Teguran WP 7 (tujuh) hari setelah batas 
waktu jatuh tempo pembayaran. 
b) Menerbitkan Surat Teguran. 
c) Menyampaikan/Penyerahan Surat Teguran kepada WP yang 
bersangkutan. 
2) Formulir dan Buku/Daftar yang dipergunakan adalah: 
a) Formulir Surat Teguran (DPD–29). 
b) Buku/Data terdiri dari: 
(1) Daftar Surat Ketetapan (BK-09). 
(2) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BK–10). 
(3) Buku Register SK Keberatan (BK-26). 
(4) Daftar Surat Teguran/Surat Paksa (BK-28). 
(5) Buku Kendali (BK–27). 
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b. Penagihan dengan surat Paksa 
1) Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 
a) Membuat Dftar Surat Paksa untuk WP yang setelah lewat waktu 
21 hari setalah tanggal Surat Teguran belum menyetor pajak 
terutang. 
b) Menerbitkan Surat Paksa dari Daftar Surat Paksa. 
c) Mengirim/Menyerahkan Surat Paksa kepada WP yang 
bersangkutan melalui Juru Sita Pajak. 
2) Formulir dan Buku/Daftar yang dipergunakan adalah: 
a) Formulir terdiri dari: 
(1) Surat Paksa (DPD-30). 
(2) laporan Pelaksanaan Surat Paksa (DPD–31). 
b) Buku/Daftar terdiri dari: 
(1) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BK-10). 
(2) Daftar Surat Teguran / Surat Paksa (BK-28). 
c. Penagihan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 
1) Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: 
a) Membuat Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan untuk WP 
yang belum melunasi hutang Pajaknya 2 X 24 Jam (dua hari) 
setelah tanggal Surat paksa. 
b) penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 
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c) Pelaksanaan Penyitaan oleh Juru Sita Pajak dengan menyegel 
barang-barang milik WP yang boleh dositamenurup Perundang-
undangan yang dirinci pada berita acara Pelaksanaan Sita. 
d) Membuat Laporan Pelaksanaan Penyitaan. 
2) Formulir dan Buku/Daftar yang dipergunakan adalah: 
a) Formulir terdiri dari: 
(1) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (DPD-32). 
(2) Berita Acara Pelaksanaan Sita (DPD-33). 
(3) Laporan Pelaksanaan Penyitaan (DPD-34). 
b) Buku/Daftar terdiri dari: 
(1) Daftar Surat Ketetapan (BK-09). 
(2) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BK-10). 
(3) Buku Kendali (BK-27). 
(4) Daftar Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (BK-29). 
d. Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan lelang 
1) Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: 
a) Menbuat Daftar Surat PermintaanPelaksanaan Lelang untuk WP 
yang belum melunasi hutang Pajaknya sampai dengan berakhir 
batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat 
Pelaksanaan Penyitaan. 
b) Memeriksa hari, Tanggal dan Jam pelelangan yang disetujui 
oleh Kadipenda dan permintaan penegasan kepada Badan 
Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). 
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c) Menyiapkan berkas Penyitaan WP yang bersangkutan dan 
pengumuman lelang. 
d) Pelaksanaan lelang sesuai dengan hari, tanggal, dan jam yang 
telah ditentukan. 
2) Formulir dan Buku/Daftar yang dipergunakan adalah: 
a) Formulir Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang (DPD-35). 
b) Daftar Surat Permintaan pelaksanaan Lelang (BK-32). 
e. Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang 
1) Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: 
a) Membuat Daftar Surat pencabutan Penyitaan untuk WP yang 
telah melunasi hutang pajaknya sesudah penerbitan surat 
Perintah melaksanakan penyitaan sampai dengan sebelum 
pengumuman lelang. 
b) Penerbitan Surat pencabutan Penyitaan. 
c) Pelaksanaan pencabutan Penyitaan dengan  pembuatan berita 
acara pencabutan Penyitaan. 
d) Membuat laporan pelaksanaan Pencabutan penyitaan. 
e) Monitoring Penyetoran WP seperti butir satu di atas untuk 
mengetahui WP yang telah melunasi hutang pajaknya sesudah 
Pengumuman lelang sampai dengan sebelum pelaksanaan 
lelang. 
f) Pembuatan Daftar Surat Pencabutan Pengumuman lelang. 
g) Penerbitan Surat Pencabutan Pengumuman lelang. 
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h) Mengirim/menyerahkan Surat pencabutan pengumumam Lelang 
oleh Juru Sita pajak. 
2) Formulir dan Buku/Daftar yang dipergunakan adalah: 
a) Formulir terdiri dari: 
(1) Surat Pencabutan Penyitaan (DPD-36). 
(2) Surat Pencabutan Pengumuman Lelang (DPD-37). 
(3) Berita Acara Pelaksanaan Pencabutan Penyitaan (DPD-38). 
(4) Laporan Pelaksanaan Pencabutan penyitaan (DPD-39). 
b) Buku/Daftar terdiri dari: 
(1) Daftar Surat Ketetapan (BK-09). 
(2) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BK-10). 
(3) Buku Kendali (BK-27). 
(4) Daftar Surat Pencabutan Penyitaan (BK-30). 
(5) Daftar Surat Pencabutan Pengumuman Lelang (BK-31). 
f. Kegiatan Penagihan dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan 
Sekaligus 
1) Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari: 
a) Membuat Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan 
Sekaligus (SPPS & S) untuk WP yang belum menyetor. 
b) Menerbitkan  Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 
(SPPS & S) dari Daftar Surat Perintah Penagihan Seketika dan 
Sekaligus (SPPS & S). 
c) Menyerahkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus 
(SPPS & S). 
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2) Formulir dan Buku/Daftar yang dipergunakan adalah: 
a) Formulir terdiri dari: 
(1) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPS & S) 
(DPD–40). 
(2) Laporan Pelaksanaan Surat Perintah Penagihan Seketika dan 
Sekaligus (SPPS & S) (DPD-41). 
b) Buku/Daftar terdiri dari: 
(1) Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BK-10). 
(2) Daftar SPPS&S (BK-33). 
 
3. Permasalahan apa yang muncul, yang di hadapi Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan, Keuangan dan Aset dalam penarikan pajak Restoran. 
a. Permasalahan yang muncul saat Pendaftaran dan Pendataan: 
1) Pengusaha restoran yang baru tidak 
melaporkan/memberitahukan atas usaha yang dikelola kepada 
DPPKA. 
2) Pengusaha restoran mengisi data dalam SPTPD tidak benar atau 
terjadi kesalahan saat pengisian SPTPD. 
3) Pengusaha restoran belum mempunyai NPWP 
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b. Permasalahan yang muncul saat Penetapan: 
1) Pengusaha restoran tidak melampirkan bukti pembayaran 
(kwitansi, Nota, Bill, dsb) sehingga sulit diketahui kebenaran 
omset yang diperoleh 
2) Pengusaha restoran tidak membuat pembukuan. 
3) Pengusaha restoran berdalih tidak memungut pajak restoran dari 
konsumen, sehingga saat pembayaran pajak akan merasa 
keberatan. 
c. Permasalahan yang muncul saat pembukuan: 
1) Pengusaha restoran tidak membayar pajak untuk satu/beberapa 
kali masa pajak atau terjadi tunggakan saat pembayaran. 
2) Pengusaha restoran membayar tunggakan Pajak tetapi tidak 
dirinci untuk masa pajak kapan atau untuk periode bulan apa. 
d. Permasalahan yang muncul saat penagihan: 
1) Ketidakmampuan (Unability to pay) Wajib Pajak untuk 
membayar pajak sesuai dengan ketentuan. 
2) Ketidakmauan (Unwillingness to pay) Wajib Pajak untuk 
membayar pajak sesuai dengan ketentuan. 
4. Apa upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam 
meminimalisir permasalahan yang timbul dalam penarikan pajak 
restoran 
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a. Meningkatkan mutu SDM dengnan mengikuti pertemuan-
pertemuan, salah satunya pertemuan yang diadakan oleh PHRI 
(Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia). 
b. Memberikan kemudahan fasilitas pembayaran pajak. 
c. Mendatangi kota-kota kecil dan mengadakan sosialisasi tentang 
pentingnya pajak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. 
d. Mengundang paguyuban dan mengadakan penyuluhan. 
e. Pengenaan denda sebesar 2% stiap satu bulan keterlambatan 
sampai batas maximal 48 bulan atau 2 tahun. 
f. Mengadakan operasi yustisi bagi Wajib Pajak yang bandel dengan 
mendatangkan Sat Pol PP, polisi, DPPKA dan bagian hukum. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Dari Hasil analisis dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Cara Penetapan besarnya pajak restoran adalah tarif  X omset. Tarif  yang 
berlaku di wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 
a. Tarif  tajak restoran ditetapkan 10% untuk katagori A 
Penggolongan tarif pajak untuk katagori A adalah restoran atau 
rumah makan yang memiliki fasilitas minimal berupa konstruksi 
bangunan permanen dan atau semi permanen. 
b. Tarif  pajak restoran ditetapkan 5% untuk katagori B 
Penggolongan tarif pajak untuk golongan B adalah Restoran atau 
Rumah makan yang memiliki fasilitas konstruksi berupa tenda atau 
knock down. 
c. Untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dikenakan pajak berupa karcis 
Pada kenyataannya untuk Rumah Makan golongan menengah ke bawah 
biasanya menggunakan sistem tawar menawar atau sering disebut dengan 
sistem patok harga untuk menaikan pajak restoran bagi Pengusaha 
Rumah makan yang menyerahkan pajak Restoran tidak sesuai dengan 
teraturan atau di bawah standar. 
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2. Prosedur atau proses pembayaran pajak Restoran 
Prosedur atau proses pembayaran Pajak Restoran yang ada di Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset harus melewati tahapan–
tahap berikut : 
a. Pendaftaran dan Pendataan, Wajib Pajak mengisi formulir yang telah 
disediakan oleh petugas Dinas 
b. Penetapan, Setelah Wajib Pajak membayar pajak terutang 
berdasarkan SPTPD dan dicatat dalam kartu data selanjutnya petugas 
pajak membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu data dan 
hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung 
jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan 
dalam kartu data. 
c. Pembukuan, petugas pajak Mencatat kedalam Buku jenis Pajak 
masing-masing pada kolom penetapan yang tersedia atas dasar 
Daftar SPTPD WP Self Assesment, Daftar SKPD, Daftar SKPDT, 
Daftar SKPDKB, Daftar SKPDKBT, Daftar SKPDN, Daftar 
SKPDLB, Daftar STPD kemudian mencatat kedalam buku WP 
sesuai dengan NPWP. 
d. Penagihan,  petugas pajak membuat daftar surat teguran WP 7 
(tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran selanjutnya 
Menerbitkan Surat Teguran. Yang terakhir 
Menyampaikan/Penyerahan Surat Teguran kepada WP yang 
bersangkutan 
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3. Hambatan yang dialami DPPKA dalam penarikan Pajak restoran 
Pada dasarnya masing-masing tahapan dalam Prosedur Pembayaran 
pajak terdapat hambatan–hambatan yang menyertai antara lain: 
a. Pengusaha Restoran yang baru tidak melaporkan/memberitahukan 
atas usaha yang di kelola kepada DPPKA. 
b. Pengusaha Restoran mengisi data dalam SPTPD tidak benar atau 
terjadi kesalahan saat pengisian SPTPD. 
c. Pengusaha Restoran belum mempunyai NPWP. 
d. Pengusaha Restoran tidak melampirkan bukti pembayaran (kwitansi, 
Nota, Bill, dsb) sehingga sulit diketahui kebenaran omset yang di 
dapat. 
e. Pengusaha Restoran tidak membuat pembukuan. 
f. Pengusaha Restoran berdalih tidak memungut Pajak Restoran dari 
Konsumen, sehingga saat pembayaran pajak akan merasa keberatan. 
g. Pengusaha Restoran tidak membayar pajak untuk satu/beberapa kali 
masa pajak atau terjadi tunggakan saat pembayaran. 
h. Pengusaha Restoran membayar tunggakan pajak tetapi tidak dirinci 
untuk masa pajak kapan atau untuk periode bulan apa. 
i. Ketidak mampuan (Unability to pay) Wajib Pajak untuk membayar 
pajak sesuai dengan ketentuan. 
j. Ketidak mauan (Unwillingness to pay) Wajib Pajak untuk membayar 
pajak sesuai dengan ketentuan. 
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4. Upaya – upaya yang dihadapi DPPKA dalam meminilalisir permasalahan 
yang timbul saat dalam penarikan pajak restoran 
a. Meningkatkan mutu SDM dengnan mengikuti pertemuan-pertemuan, 
salah satunya pertemuan yang diadakan oleh PHRI (Persatuan Hotel 
dan Restoran Indonesia). 
b. Memberikan kemudahan fasilitas pelayanan pembayaran Pajak. 
c. Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pajak terhadap 
masyarakat dan lingkungan sekitar. 
d. Mengundang paguyuban dan mengadakan penyuluhan. 
e. Pengenaan denda sebesar 2% stiap satu bulan keterlambatan sampai 
batas maximal 48 bulan atau 2 tahun. 
f. Mengadakan operasi yustisi bagi Wajib Pajak yang bandel dengan 
mendatangkan Sat Pol PP, Polisi, DPPKA dan bagian Hukum. 
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B. SARAN 
1. Kegiatan penyuluhan perlu ditingkatkan agar kesadaran masyarakat untuk 
membayar pajak bisa meningkat.  Dalam hal ini unit penyuluhan perlu 
mengadakan kegiatan penyuluhan secara efektif lagi 
2. Mengharuskan Wajib Pajak Restoran untuk selalu menggunakan nota 
bernomor dari pemerintah 
3. Pelayanan yang maksimal perlu ditingkatkan terus oleh DPPKA demi 
kepuasan dan kemudahan WP dalam menyelesaikan pemenuhan 
kewajiban pajaknya 
4. Seiring dengan Jumlah WP Restoran yang terus meningkat, dan untuk 
lebih meminimal Kecurangan yang dilakukan oleh WP hendaknya 
DPPKA memperbaiki sistem yang digunakan sehingga dapat 
memaksimalkan jumlah Pendapatan Asli Daerah Surakarta. 
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